Mashudi, Peran Pendidikan

No. 1/XX/2001

Peran Pendidikan dalam Membentuk Manusia yang Ber-

martabat dan Bermoral

o Letjen TNI (Purn) Dr.H. Mashudi
Ketua Dewan Penyantun UPI

Indonesia Bangsa Bermartabat

Sejarah menunjukkan kepada kita bahwa
jauh sebelum kemerdekaan, sejumlah
kerajaan terkemuka di seluruh Nusantara seperti
Sriwijaya, Aceh (Sultan Iskandar Muda) di suma-
tra, Tarumanegara, Pajajaran, Majapahit, dan Mata-
ram (Sultan Agung) di pulau Jawa, Kutai Pontianak
dan Banjarmasin di Kalimantan, Goa-Tallo (Sultan
Hasanuddin) di Sulawesi, Ternate, Tidore, Badung
di Bali, dll telah memiliki martabat yang sangat
tinggi dengan kemajemukan budaya dan agama,
sebagaimana yang dibuktikan dalam berbagai
catatan dan berita Cina, India, arab, dan Eropa. Se-
jak abad ke-1 dan selanjutnya, bangsa Indonesia
sudah dikenal oleh negara-negara dan bangsa-
bangsa di dunia melalui perdagangan rempah-rem-
pah dan wangi-wangian baik yang dilakukan oleh
bangsa Indonesia sndiri maupun oleh pedagang-
pedagnag asing terutama yang berasal dari Cina,
India, maupun Arab.

Dengan demikian para leluhur yang menjadi
cikal-bakal bangsa Indonesia sekarang adalah
bangsa-bangsa yang memiliki peradaban, yang bu-
kan saj berorientasi ke depan, akan tetapi selalu
menghargai sejarah dengan mempelajari serta
mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya
sehingga mampu secara kreatif hidup mandiri dan
bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama.
Mereka telah mengenal dan memiliki tulisan, hi-
tungan dan ilmu astronomi dan menguasai berbagai
bahasa.

Meskipun pada akhirnya keraja-kerajaan di
seluruh Nusantara itu sirna sebagaimana teori
siklus-alamiah yang dikutif Prof.Mr. Mohammad
Yamin dari lbn Khaldun dan Arnold Toynbee
(pembentukan, pertumbuhan dan kemusnahan),
akan tetapi nilai-nilai dasar sosial, budaya, politik,

pertahanan dan keamanan masih tetap berlanjut
sehingga pada tanggal 28 Oktober 1928 kita
bertekad untuk hidup sebagai suatu bangsa, dengan
suatu wilayah dan bahasa yang kemudian diwujud-
kan pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus
1945. Dengan jiwa, semangat dan nilai-nilai prok-
lamasi kita menyelenggarakan pendidikan dalam
rangka mengamalkan UUD 1945 agar bangsa In-
donesia tetap jaya. Proklamasi 17 Agustus 1945
pada hakekatnya bertujuan mengembalikan marta-
bat, budaya, kepahlawanan, kewiraswastaan dan
kemampuan pemerintah bangsa Indonesia seba-
gaimana telah diawali dan dirintis oleh kerajaa-
kerajaan di seluruh Nusantara selama berabad-abad
lamanya.

Kerajaan-kerajaan Nusantara sebagaimana
telah disinggung di atas tadi mencerminkan
kemampuan cikal bakal Bngsa Indonesia. Bahkan
Kerajaan Sriwijaya, Pajajaran, Majapahit dan Mata-
ram (Islam) dapat berusia ratusan tahun. Hal ini
menunjukkan ketahanan bangsa di segala bidang
baik di bidang perdagangan, pertanian, kelautan,
ketentaraan, dan akhirnya di bidang budaya yang
tercermin antara lain dalam candi-candi dan
peninggalan-peninggalan lain di seluruh Nusantara.
Yang sangat mengagumkan dunia sampai sekarang
adalah Candi Borobudur yang mencerminkan tu-
juan manusia untuk mencapai kehidupan yang
sempurna baik lahir maupun batin.

Meskipun raja-raja waktu itu memiliki
kekuasaan mutlak sebagai penguasa, akan tetapi
budaya dan ilmu pengetahuan berkembang dileng-
kapi dengan pengembangan berbagai sarana dan
dokumentasi yang lebih lengkap, terutama setelah
masuknya Islam. Para pimpinan negara, ulama dan
kaum terpelajar sejak jaman Hindu Budha dan Is-
lam, mempunyai pandangan yang luas dan tidak
sedikit dari mereka yang mempelajari perkem-
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bangan pengetahuan di dunia termasuk sejarah di
seluruh Nusantara.

Kedatangan para pedagang dan misionaris
yang disertai pasukan bersenjata dan kapal-kapal
perang pada abad ke-16 yang dipelopori oleh Por-
tugis, Spanyol dan kemudian disusul oleh Inggris
dan Belanda, mengubah kehidupan dan ketatanega-
raan di Asia termasuk Indonesia sampai sekarang.
Selama hampir tiga abad terakhir, telah terbentuk
life-line kolonialisme dan imprialisme atas dasar
kapitalisme dari Eropa ke Afrika dan Asia.

Bangsa Indonesia yang diwakili oleh kera-
jaan-kerajaan saat itu, sangat menderita karena bu-
kan saja kehilangan kedaulatannya, melainkan juga
dihancurkan kebudayaan, kemandirian, keterampi-
lan bahkan martabatnya. Kekayaan alam dan
manusia dieksploitasi habis-habisan melalui sistem
rodi culturestelsel serta monopoli diberbagai bidang
kebutuhan hidup yang sangat vital seperti garam,
perdagangan, pertanian, perhubungan intrapulau
dan antarpulau.

Pendidikan formal maupun non formal pada
jaman penjajahan sampai abad ke-19 sangat minim.
Pada jaman itu yang ada hanyalah pendidikan un-
tuk kepentingan manajemen pemerintahan kolonial,
sama sekali tidak dikaitkan dengan kemakmuran
dan keadilan yang dimimpikan oleh bangsa Indone-
sia. Peraturan pendidikan Hindia Belanda baru ter-
cantum dalam Regerings Reglement (RR) tahun
1818, namun pelaksanaannya tidak ada. Demikian
pula dalam RR tahun 1836. Baru dalam RR 1854
tercantum pendidikan dan pengajaran yang harus
diperhatikan oleh seorang Gubernur Jenderal.

Dalam kurun waktu itu ada beberapa Bupati
yang mendirikan sekolah-sekolah, akan tetapi
hanya diperuntukan bagi pendidikan calon-calon
pegawai.Akhirnya keluarlah Reglement voor het
Inlands Onderwijs dan didirikanlah sekolah guru di
Solo, yang kemudian pendah ke Magelang dan
Bandung pada tahun 1866. Sedangkan di kerajaan-
kerajaan yang diikat oleh Lange Verklaring dan
Korte Verklaring tidak ada peraturan untuk
mengadakan pendidikan umum. Padahal di Negeri
belanda sendiri sejak kemerdekaannya tahun 1648
telah didirikan Universitas yang telah melahirkan
pendidik dan ilmuwan kaliber dunia, tetapi Pe-
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merintah  Kolonial ketika itu sama sekal
mengabaikan pendidikan di koloninya.

Baru pada permulaan abad ke-20 di masa
angi etische politiek ada usaha perbaikan pendidi-
kan walaupun isinya tetap pendidikan kolonial yang
bersifat intelektualistik, individualistik, dan mete-
rialistik. Untung saj dalam waktu yang bersamaan
lehir pendekar-pendekar pendidikan nasional yang
dipelopori Raden Dewi Sartika, Raden ajeng Kar-
tini. Dokter Wahidin Sudirohusodo, Dokter Su-
tomo, K.H.A. Dahlan, Ki Hajar Dewantoro, DR.
Douwes dekker, Otto Iskandardinata serta
pendekar-pendekar pendidikan lainnya.

Lahirnya Boedi Oetomo tahun 1908 men-
dorong tumbuhnya gagasan-gagasan secara na-
sional mengenai usaha-usaha mencerdaskan rakyat
Indonesia. Bahkan untuk masa kini pun gagasan-
gagasannya masih relevan, antara lain diajukan oleh
Boedi Oetomo cabang Betawai (1908) yang me-
muat 15 butir atau pasal sebagai berikut:

1. Persoalan cara mendapatkan pengajaran ren-

dah, pendidikan pertukangan dan perajinan

bagi rakyat kecil juga bagi pendidikan rendah

dan menengah.

Persluasan sekolah guru dan sekolah menak.

3. Pendidikan tinggi bagi calon ahli teknik dan

dokter.

Pendidikan Perwira Bumiputra.

Memberikan kemungkinan lebih luas bagi

orang Jawa untuk dapat memasuki Hogere

Burger School (HBS).

6. Pendidikan dan pengajaran bagi gadis Bumi-
putra.

7. Pendidikan jasmani.

8. Mengurangi pengeluaran yang berlebih-lebihan
pada golongan atas.

9. Mengembangkan pemodalan kaum menengah.

10. Mengembangkan kerajinan tangan (industri
rumah) Bumiputra dan mendapatkan pasaran,
juga di luar Jawa.

11. Pemeliharaan orang miskin.

12. Pendidikan kesenian.

13. Mendirikan perpustakaan.

14. Mempelajari daerah jajahan lain di luar Hindia
Belanda.
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15. Kerjasama dengan pemerintah agar tindakan-
tindakan yang bermaksud baik dapat difahami
dengan sewajar-wajarnya.

Kelima belas pasal di atas mencerminkan
pemikiran-pemikiran jangka panjang, yang meliputi
kesejahteraan masyarakat, keterampilan masyarakat
dan penyusunan perekonomian rakyat, permodalan
bagi rakyat, kebudayaan serta pendidikan yang ter-
integrasi. Akhirnya diharapkan bangsa Indonesia
kuat jasmaninya dan mempunyai kader tentara
yang bisa membela bangsa dan negara di kemudian
hari.

Dalam perkembangan selanjutnya, bukan
saja sekolah-sekolah Boedi Oetomo yang lahir,
melainkan juga asrama-asrama Boedi Oetomo yang
cukup memadai seperti asrama Boedi Oetomo di
Yogyakarta yang mendapat dukungan elit politik
dan elit masyarakat secara luas.

Peran Organisai Muhammadiyah yang di-
dirikan oleh K.H. ahamad Dahlan pada tanggal 18
November 1912 di Yogyakarta bertujuan untuk:

a. Memajukan serta mengembangkan pelajaran
dan pengajaran agama Islam dalam kalangan
sekutu-sekutunya.

b. Memajukan serta mengembirakan hidup
sepanjang kemauan agama Islam dalam ka-
langan sekutu-sekutunya.

Tujuan tersebut tercantum dalam AD dan
dan disahkan 22 Agustus 1914 dengan pedoman
perjuangan:

Propaganda

Pengajaran

Penebitan

Kesosialan

Pembangunan

Kewanitaan

Dengan pesat Muhammadiyah dapat

menyelenggarakan pendidikan SD sampai SMA di

seluruh Nusantara bahkan sampai ke luar negeri.

Di samping itu, Paguyuban Pasundan pun
(1914) mendirikan sekolah-sekolah mulai dari HIS,
MULO, sampai Kweekschool yang mendapat
pengakuan dari pemerintah Hidian Belanda karena
mutunya yang tinggi. Bahkan MULO di Tasikma-
laya saat itu adalah MULO terbaik di seluruh Hin-
dia Belanda.
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Sebenarnya yang sangat luar biasa dimiliki
oleh para pimpinan pendekar pendidikan dan
pengajar saat itu adalah idealisme, patriotisme dan
nasionalismenya, yang diberengi disiplin yang
tinggi sehingga para lulusan perguruan nasional
menjadi pelopor-pelopor dalam menegakkan ke-
merdekaan Republik Indonesia. Di samping itu ti-
dak sedikit pula yang menjadi ilmuwan dan nega-
rawan yang berkaliber dunia.

Ki Hajar Dewantoro sebagai salah satu to-
koh pendidikan saat itu, melahirkan gagasan-gaga-
san yang sangat menyentuh rasa, budaya dan
mencerminkan kedaulatan rakyat.Gagasannya itu
berisi antara lain:

1. Tiap-tiap orang hendaknya menjadi guru.

2. Tiap-tiap rumah hendaknya menjadi perguruan
dan dasar pendidikan menurut sistem Among,
dan semua pimpinan melaksanakan:

Ing Ngarso Sing Tuladha

Ing Madiya Mangun Karso

Tut wuri handayani

Di samping itu, menurut Ki Hajar Dewan-
toro, pendidikan harus bersifat:

1. Berdiri sendiri (zelfstandig).

2. Tidak tergantung pada orang lain (onaf-

hankelijk)
3. Dapat mengatur diri sendiri (wrijheid zelf-
beschikking)
Gagasan Ki Hajar Dewantoro di atas

mencerminkan pengabdian yang tulus ikhlas dari
pimpinan-pimpinan dan guru-guru perguruan na-
sional tanpa kecuali. Hal ini dibuktikan dengan
perkembangan Taman Siswa sejak 1922 yang luar
biasa, yang bukan saja didukung oleh masyarakat,
melainkan mendapat penghargaan dari bangsa-
bangsa di Asia, bahkan Jawaharal Nehru pernah
berkunjung ke Taman Siswa.

Pribadi Ki Hajar Dewantoro sebagai bang-
sawan sangat mendalami filsafat pendidikan teru-
tama pada masa jayanya bangsa-bangsa yang per-
nah ada di Nusantara. Beliau menyadari bahwa
pendidikan nasional hanya bisa diselenggarakan
oleh pemimpin-pemimpin Indonesia sendiri secara
mandiri, seperti beliau uraikan dalam sambutan
maupun pidato beliau di berbagai kesempatan
seperti pada kongres PPKI (Persatuan Pergerakan
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Kebangsaan Indonesia) tanggal 31 Agustus 1928.
Gagasan Ki Hajar Dewantoro dengan sistim TRI
SENTRA sampai sekarang tetap kita pakai dan kita
kembangkan, yaitu pendidikan keluarga sekolah
dan masyarakat.

Dampak positif sebagai akibat dari berbagai
gagasan pimpinan dan tokoh pendidikan Kita,
setelah Perang Dunia Il, pemerintah Hindia Be-
landa memberikan perhatian terhadap pendidikan di
Indonesia. Hal ini diperkuat pula oleh beebagai pe-
tisi maupun usulan di Volksraad.

Sejak itu Vervolg schooldiperbanyak, juga
Schakel School, HIS, MULO, AMS, dan HBS.
Selanjutnya didirikan pula Ambachtschool dan
Handelschool untuk memenuhi tenaga terampil
serta perguruan tinggi meskipun dalam jumlah ter-
batas.

Berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda
sangat stragis , karena bangsa Indonesiasaat itu ti-
dak pernah dididik untuk bisa ikut mempertahankan
Hindia Belanda. Dengan demikan hanya dalam
waktu tujuh gari, pemerintah Hindia Belnda
menyerah kepada Tentara Jepang.

Selama pemerintahan meliter Jepang terjadi
suatu perubahan yang sangat besar dalam sistem
pendidikan di Indonesia. Secara radikal, semua
buku pelajaran yang berbahasa Belanda langsung
diubah ke dalam bahasa Indonesia dan penyeleng-
garaan pendidikan sepenuhnya diselenggarakan
oleh bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu pen-
didikan bela negara termasuk baris berbaris diu-
tamakan. Senam pagi dilaksanakan secara kon-
sekwen baik di sekolah-sekolah maupun di
masyarakat.

Para pendidik menemukan jati diri dengan
diberikan tanggung jawab sebagai Kepala Sekolah,
Kepala Jawatan, serta kesempatan menambah il-
munya di perguruan rendah maupun tinggi.

Kita bersyukur bahwa apa yang tidak di-
mimpikan oleh Bangsa Indonesia sebelumnya yaitu
yang berkenan dengan kepemimpinan pendidikan,
seluruhnya dapat ditangani oleh bangsa Indonesia
sendiri hanya dalam waktu tiga tahun. Semuanya
berkat kesadaran nasionalisme yang tinggi. Walau-
pun imbalan bagi para pendidik saat itu sangat
minim, namun pengabdiannya sangat besar. Hal
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dipacu pula oleh para pemimpin Indonesia antara
lain Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro,
dan Kiayi Mas Mansur (empat serangkai) untuk
mencapai Indonesia Merdeka. Di samping itu, or-
ganisasi-organisasi masyarakat seperti masyumi
dan organisasi-organisasi perekonomian dan perda-
gangan turut mendorong tumbuhnya nasionalisme
yang tinggi.

Atas dorongan para pemimpin pergerakan
antara lain. Otto Iskandardinata dan Gatot Mang-
kudipraja, maka dibentuklah PETA (tentara Pem-
bela Tanah Air) yang terdiri dari putra-putra terbaik
dan diseleksi dengan ketat untuk menjadi Budancho
(komandan peleton) dan Chudancho (komandan
kompi). Sedangkan untuk Daidancho dipilih pe-
muka-pemuka Indonesia yang sangat berpengaruh
baik dari unsur Agama maupun Pergerakan.
Mereka dididik sesuai dengan semangat dan
disiplin Jepang oleh pelatih-pelatih Jepang.

Jepang pun “terpaksa” melakukan dan
menerima kenyataan ini karena tentara Jepang
terutama Angkatan Laut dan Angkatan Daratnya
mengalami pukulan-pukulan hebat di Bougenville
dan Okinawa, sehingga mereka perlu memperkuat
garis belakang.

Disamping pelajaran dasar kemeliteran di
sekolah-sekolah, ada pula organisasi Seinendan
untuk pemuda sampai umur 20 tahun, Keibodan
untuk pemuda berumur 30 tahun ke atas dan ke-
satuan wanita Fujingkai.

Umumnya generasi muda terutama para ma-
hasiswa mempunyai kepercayaan bahwa Jepang
akan kalah, dan bangsa Indonesia harus siap men-
jadi bangsa merdeka. Untuk itu mereka memper-
siapkan diri dengan kekuatan penuh baik mental
maupun fisik.

Sejak proklamasi kemerdekaan bangsa dan
negara Republik Indonesia dihadapkan pada seribu
satu macam tantangan berupa peperangan, diplo-
masi, kehidupan budaya, ekonomi, politik dan ber-
bagai persoalan ketatanegaraan.

Namun kita bersyukur bahwa seluruh
Rakyat Indonesia dari sabang sampai Merauke dili-
puti oleh semangat “sekali merdeka tetap merdeka”
yang dipacu oleh idealisme, patriotisme, nasio-
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nalisme, persatuan dan kesatuan untuk meningkat-
kan pendidikan.

Sewaktu ibu kota Republik pindah dari Ja-
karta ke Yogyakarta, semangat untuk tetap me-
ningkatkan pendidikan terus berkobar. Sri Sultan
Hamengkubuwono IX dengan sukarela membuka
Universitas Gajah Mada di istanahnya. Bersama
dengan itu pendidikan dasar, menengah pertama
meupun menengah atas dengan pelajaran berbagai
ilmu dipacu terus. Begitupula pendidikan perwira
baik darat, laut maupunuadara dikembangkan.

Aksi militer pertama yang dilancarkan Be-
landa atahun 1947 bukan saja melahirkan prajurit-
prajurit kita yang mempunyai kemampuan ber-
gerilya, melainkan juga mendorong guru-guru di
daerah kantong perjuangan untuk terus membuka
sekolah-sekolah darurat. Kemudian dilancarkan lagi
Aksi militer kedua, di mana Belanda bukan saja
berhasil menduduki ibukota-ibukota kecamatan dan
kabupaten di Jawa dan di seluruh Indonesia,
melainkan juga dapat menawan para pemimpin
Republik seperti Presiden Soekarno, Wakil Presi-
den Mohammad Hatta dan para Menteri. Ini semua
telah memberikan pengalaman yang sangat ber-
harga kepada Bangsa Indonesia.

Makna Pendidikan:
Umat Manusia

Pendidikan Bagi

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha
untuk memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertagwa
kepada Tuhan Yanga Esa, terampil, berbudi pekerti
luhur, berkepribadian, mempunyai semangat
kebangsaan dan cinta tanah air agar dengan demiian
manusia Indonesia dapat membangun dirinya dan
bersama-sama bertanggung jawab atas pembangu-
nan bangsa Jiwa dan semangat nilai-nilai 1945 se-
bagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Da-
sarl945, hendaknya dijadikan landasan untuk
membahas, menerapkan dan mengembangkan isi
pendidikan nasional.

Pengertian mencerdaskan keidupan bangsa
secara utuh tentu perlu dijabarkan lebih lanjut. Cer-
das saja bagi seorang warga negara Indonesia mer-
deka tidaklah cukup, karena jaman kolonial pun
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banyak yang dicerdaskan oleh pihak pemerintah

kolonial, namun kecerdasannya dijiwai oleh misi

pihak kolonial guna menindas rakyat Indonesia
sendiri.

Namun selanjutnya kita bersyukur bahwa
sebagian besar para cendekiawan bangsa Indonesia
jaman penjajahan seperti yang telah dilakukan oleh
pendidikan Boedi Oetomo, Muhammadiyah,
Taman Siswa, partai-partai seperti PNI, dan per-
gerakan-pergerakan  lainnya, dalam  rangka
mengembalikan martabat , harga diri, dan
kemandirian bangsa, telah brush dan berjuang keras
untuk kemudian mewariskan apa yang kemudian
antara lain kita kenal dengan semangat, jiwa dan
nilai-nilai 45.

Pendidikan pada prinsipnya mempunyai tu-
juan untuk:

(1) meningkatkan semangat, moral, mental dan
ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa se-
suai dengan agama yang dianutnya, dengan
disertai disiplin yang tinggi;

(2) memiliki ilmu setinggi-tingginya yang dicapai
melalui pendidikan formal dan pendidikan non
formal/’out of school education” dengan dok-
trin belajar seumur hidup;

(3) memiliki keterampilan, tegap dan dinamis,
suka bekerja keras dan berbakti dengan tekad
belajar seumur hidup;

(4) memiliki kekuatan fisik yang memadai, baik
untuk menjalankan profesinya maupun untuk
memelihara kondisinya sepanjang masa.

Kita tentu memaklumi bahwa pendidikan
harus merupakan satu kesatuan antara pendidikan
pribadi, pendidikan keluarga, pendidikan dalam
masyarakat dan pendidikan formal. Semuanya di-
arahkan untuk penguasaan ilmu, pengetahuan dan
teknologi yang sangat bermanfaat untuk diterapkan
bagi kesejahteraan sosial, ekonomi, politik bangsa
serta pemeliharaan pertahanan dan keamanan ne-
gara. Jika pada waktu perjuanagan kita mempunyai
slogan “Merdeka atau Mati”, sekarang slogan kita
adalah ‘Merdeka dan Sejahtera” dengan tidak me-
ninggalkan semangat pengorbanan jiwa raga bila
diperlukan oleh bangsa dan negara.

Pendidikan dalam operasioanlisasinya tidak
dikehendaki hanya sebagai usaha untuk memben-
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tuk manusia Indonesia yang serba tahu, akan tetapi
harus siap berkembang dan siap gawe 9siap kerja),
terutama dalam kaitannya dengan usaha mening-
katkan taraf hidup manusia Indonesia yang kini 50
juta diantaranya masih hidup di bawah garis ke-
miskinan.

Pendidikan pribadi dan keluarga di Indone-
sia menempati titik sentral dan telah diabadikan
berabad-abad melalui adat dan agama.

Seperti dimaklumi, dalam rangka mendiri-
kan rumah tangga bila kedua belah pihak sudah ada
kesepakatan dan mendapat doa restu dari orang tua
kedua belah pihak, maka mulailah diadakan acara
melamar dengan segala ritualitasnya dan dilanjut-
kan acara perkawinan juga dengan acara-acara
seperti “siraman” dsb, yang berarti ada pensucian
jiwa raga calon mempelai. Acara perkawinan
sendiri dengan berbagai syarat dimaksudkan agar
ada pengertian bahwa perkawinan membawa tang-
gung jawab besar bagi kedua mempelai atas kesu-
cian perkawinan dan tanggung jawab mereka
kepada kelurga, lingkungan dan masyarakat. Bagi
yang bergama Islam perkawinan adalah ibadah.

Sesudah istri mengandung maka ada usaha-
usaha agar bayi yang dikandungnya sehat Kketika
lahir. Orang tua mengadakan tirakatan, dan pada
waktu janin empat bulan atau tujuh bulan, juga di-
peringati agar orang tua sadar terhadap kewajiban
kepada turunannya sehingga selama dikandung su-
dah ada usaha untuk mulasarannya si janin (educa-
tion before birth). Lebih-lebih sesudah lahir maka
dengan segala kecintaan, anak itu dibesarkan, di
“mong”. Diasuh agar sehat lahir batin dan fisiknya.
Diciptakan keluarga yang ““sakinah”.

Maka pada waktu anak sudah berumur 5-10
tahun sudah mulai dibina di pesantren atau sekolah
dan akhirnya antara 10-18 tahun si anak sudah di-
beri pengertian bahwa di samping memiliki ilmu
dan pengetahuan, harus mempunyai kesadaran akan
tanggung jawab ke pada keluarga, masyarakat dan
bangsa. Bersamaan dengan itu diajarkan
kemandirian dengan membantu orang tua dalam
pekerjaan antara lain sebagai petani, nelayan, peda-
gang, pengrajin, dsh.

Maka pendidikan pribadi, lingkungan, dan
sekolah perlu singkron dan harmonis untuk me-
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ningkatkan pengetahuan, budaya, keterampilan agar
pada akhirnya peserta didik bisa mandiri.

Adalah kewajiban pemerintah untuk men-
dorong setiap warga agar menjadi warga yang bisa
diandalkan, bukan saja mandiri tetapi, bahkan dapat
menciptakan pekerjaan. Mereka diberikan tanggung
jawab untuk berbakti kepada bangsa dan negara
melalui wajib latih dan wajiba milite agar bisa
mempertahankan dan mengembangkan martabat.
Dengan demikian Bangsa dan Negara akan tetap
berdaulat dan menjadi Negara yang kuat dan ber-
wibawa yang dapat ikut serta dalam menjamin per-
damaian dunia.

Kita pun harus menciptakan lingkungan
yang cukup nyaman agar pendidikan bisa dilak-
sanakan secara baik. Ini semua tergantung pada
situasi perekonomian dan kehidupan masyarakat.
adalah menjadi kewajiban Pemerintah agar dapat
tercipta keadilan dalam memberikan pendidikan
kepada setiap warga.

Misalnya di ibukota negara kita Jakarta, di
samping terdapat lingkungan yang nyaman seperti
di Jakarta Pusat, masih terdapat pula lingkungan
yang sangat kumuh di sepanjang Ciliwung dan di
Periok sehingga terjadi ketidakadilan bagi war-
ganya.

Ambil contoh juga seperti di Wamena, di
mana terdapat sekolah dasar sesuai dengan keten-
tuan Pemerintah. Namun sesudah 32 tahun menjadi
daerah Republik Indonesia, lingkungan hidup di
wamena tidak berubah. Di pasar warga tetap
berkoteka dan Pemerintah tidak memperioritas
pembangunan agrobisnis bagi penduduk. Hidup
mereka tetap terkebelakang dan tidak berdaya
bahkan terus menggantungkan diri kepada pasokan
dari luar.

Yang lebih tragis lagi di daerah konsesi
Caltex di Riau yang setiap harinya dihasilkan satu
juta barrel minyak selama puluhan tahun, namun
penghuni asli daerah itu yaitu Suku Sakai dibiarkan
hidup di alam bebas dan baru sekarang ada SD.

Negara Agraris dan Maritim

Kondisi Indonesia yang masih tergolong ne-
gara agraris dan menuju ke arah negara industri,
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seharusnya dijadikan dasar utama dalam mengem-
bangkan pendidikan. Itulah sebabnya dituntut
kekhasan pendidikan Indonesia menurut identitas
lingkungan dan budayanya (cultural identy). Ke-
samaan sistem pendidikan di seluruh tanah air da-
lam upaya membina persatuan dan kesatuan bangsa
memang sangat diperlukan, tanpa mengurangi
usaha untuk mengembangkan otonomi daerah se-
luas-luasnya di semua bidang agar tercipta keadilan
dan kemakmuran di daerah-daerah. Dengan
demikian daerah-daerah bukan saja bisa mandiri
melainkan merupakan fundamen bangsa dan ne-
gara.

Berabad-abad Bangsa Indonesia adalah
bangsa maritim dan membangun negara maritim.
Namun selama ini kurang memperhatikan baik
pendidikan maupun pemanfaatan lautan di Indone-
sia dan di dunia. Maka sudah waktunya Kkita
mengembalikan pendidikan dengan mendayaguna-
kan sarana kelautan termasuk industri-industrinya.

Hendaknya kita mempunyai pemahaman
bahwa kuatnya pendidikan, budaya dan ekonomi
suatu desa adalah modal dasar bagi kuatnya ke-
camatan, kuatnya kecamatan menjadi modal dasar
bagi kuatnya kabupaten, kuatnya kabupaten meru-
pakan modal dasar bagi kuatnya propinsi, dan kuat-
nya propinsi merupakan modal dasar bagi kuatnya
bangsa dan negara.

Pendidikan Pramuka

Salah satu pendidikan yang sangat menarik
baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ling-
kungan, bangsa, negara maupun untuk kepentingan
persaudaraan di dunia selama abad ke-20 dan juga
abad ke-21 adalah pendidikan kepramukaan/
kepanduan, scont movement di dunia yang digali
oleh seorang perwira Inggris Lord Baden Powell
yang lahir pada 2 Februari 1857. Selain memper-
dalam ilmu kemelitiran, beliau telah berhasil me-
nemukan dasar-dasar pendidikan universal yang
bukan saja bermanfaat bagi kepentingan pemuda-
pemuda Inggris yang secara moral terpuruk akibat
Revolusi Industri di Inggris ketika melainkan juga
berguna berguna bagi dunia pendidikan pada
umumnya.
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Dengan pengalaman-pengalaman yang luar
biasa di Afrika dan India dan menghadapi musuh-
musuhnya yang beraneka ragam seperti penduduk
asli Zulu dengan kepelahwanannya dan pendidikan
generasi muda di alam, perang Boer, dan
peperangan diperbatasan India dan Afganistan,
Lord Baden Powell menerapkan pendidikan yang
sangat lengkap yang ternyata sangat diperlukan
oleh seluruh bangsa di dunia dengan pendidikan
beregu dan didasarkan kepada 10 janji (dasa darma)
di samping sumpah ketaatan kepada Negara dan
taat menjalankan ibadah. Keikutsertaannya didasar-
kan pada kesukarelaan.

Gerakan  scounting/kepramukaan  cepat
menyebar keseluruh dunia termasuk ke Indonesia
yang dipelopori oleh pramuka-pramuka Belanda
dengan  didirikannya  Nederlands  Indishe
Padvinderij pada tahun 1912.

Pimpinan pergerakan-pergerakan kebang-
saan dan pimpinan daerah termasuk Mangkunegara
Ke-VII juga mendirikan padvinderij. Semuanya
disesuaikan dengan kepentingan organisasi yang
bersangkutan baik didasarkan pada agama, etnis
maupun nasionalis seperti Natipij, Hisbudwathon,
Katholieke Padvinderij, Javaanse Padwinderij,
Padvinders Organisatie Pasundan, Kepanduan
Bangsa Indonesia dan lain-lain.

Pendidikan kepramukaan ini semuanya
memberikan sumbangan sangat berharga bagi
pembangunan watak Bangsa Indonesia, keteram-
pilan, percaya diri, memacu idealisme dan patri-
otisme.

Biarpun pendidikan pramuka hanya di kota-
kota besar dan peserta sangat terbatas namun telah
melaihirkan pimpinan yang kucup berkualitas dan
tidak sedikit yang menjadi negarawan dan pimpi-
nan politik maupun menjadi perwira-perwira tinggi
dan pejuang-pejuang yang tangguh antara lain
Panglima Besar Sudirman.

Pendidikan kepramukaan juga diterapkan di
negara-negara komunis, termasuk dengan sistem
beregu. Namun ada gagasan Madame Lenin tahun
1924, pendidikan semacam kepramukaan dinama-
kan “pioner” dan dipakai dasar pendidikan wajib.
Dengan demikian pada saat ini ada dua aliran gera-
kan kepramukaan. Umumnya di negara-negara
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Barat atas dasar sukarela, sedangkan di negara Blok
Timur sebagai pelajaran wajib, yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari indoktrinasi
ajaran komunis dan persiapan bela negaranya.

Sejak tahun 1961 di Indonesia 80 perkum-
pulan kepanduan dilebur menjadi Gerakan Pra-
muka dan diusahakan menjadi pendidikan yang
sampai ke pedesaan secara masal namun tetap atas
“kesukarelaan” dengan maksud meningkatkan
mental, moral, keterampilan dan dasar pendidikan
khusus bagi berbagai penganut agama bahkan
dipacu agar mereka lebih tekun melaksanakan
ibadahnya.

Kita bersyukur bahwa sejak tahun 1961
perkembangan Gerakan Pramuka di Indonesia su-
dah merata di seluruh tanah air termasuk di bekas
propinsi Timtim dan menjapai jumlah lebih kurang
23.000.000 orang.

Gerakan Pramuka telah menjadi anggota
WOSM untuk putra dan WAGGS untuk putri ber-
sama 124 Negara dan dikenal di dunia sebagai “The
New trend of scounting” karena bukan saja ada ke-
giatan tradisional tetapi juga berbakti kepada ma-
syarakat melalaui saka-sakanya antara lain saka
taruna bumi, saka wanabhakti, saka bahari, saka
dirgantara, saka kelurga berencana dsb.

Kita memang ada dua pilihan dalam rangka
kaderisasi yaitu apakah kita mengutamakan kwali-
tas atau kwantitas. Akhirnya kita memilih kwantitas
tanpa meninggalkan kwalitas dengan meningkatkan
persyaratan untuk menjadi Pramuka Garuda dengan
jumlah tanda kecakapan sampai 15.

Yang sangat menggembirakan bahwa menu-
rut UU no. 2 tahun 1982 Pramuka dianggap sebagai
Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.
Pendidikan

Pengadaan Sarana dan

Peningkatan SDM

Untuk memacu aparat pemerintahan yang
selama 20 tahun terlantar, pada tahun 1962 dengan
seizin Menteri Dalam Negeri didirikan Akademi
Ketatanegaraan yang akhirnya menjadi Akademi
Pemerintahan Dalam Negeri, yang setiap tahun
menerima 150 mashasiswa dengan sasaran agar
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setiap mantri polisi dan setiap camat dijabat oleh
lulusan APDN.

Bila camat seorang akademikus, maka
kepala-kepala Jawatan tingkat kecamatan pun harus
sarjana. Setiap sarjana bila ingin berprestasi maka
perlu dibantu oleh tenaga menengah sejumlah lima
orang. Maka didirikanlah SPMA yang dilengkapi
dengan SPP untuk membantu lulusan SPMA.
Dengan prinsip itu pula kelanjutan SPMA mela-
hirkan akademi Pertanian, akademi Kehutanan,
serta akademi-akademi lain seperti Pekerjaan
Umum dan Administrasi Negara.

Mengenai pendidikan umum dipolakan agar
setiap desa memiliki satu atau lebih sekolag dasar
dan setiap kecamatan ada SMP dan dan di setiap
kewedanaan ada SMA.

Pola ini didukung oleh masyarakat maupun
dipacu oleh Kepala-kepala Dinas pendidikan dasar
maupun pendidikan menengah dan pendidikan atas.

Anggaran pendidikan dasar menjadi tang-
gung jawab pemerintah daerah sepenuhnya, sedang
pendidikan menengah ke atas menjadi tanggung
jawab Pemerintah Pusat.

Untuk melaksanakan pola pendidikan terse-
but, karena anggaran APBD maupun APBN tidak
mencukupi, maka atas dasar kesadaran masyarakat
dan para pendidik pelaksanaan pola pendidikan itu
dogotongroyongkan.

Umumnya lahan untuk gedung-gedung
disediakan oleh rakyat sendiri, Pemerintah daerah
mendrop anggaran pendorong. Semua bangunan
yang sudah jadi menjadi milik rakyat/desa bersang-
kutan.

Di samping itu sekolah-sekolah yang didiri-
kan oleh lembaga pendidikan swasta seperti PGRI,
Pasundan , Taman Siswa, dan Muhammadiyah dll
diusahakan dipersamakan bahkan ada yang “dii-
bahkan” kepada Pemerintah daerah/Pusat.

Pak Djusar atas persetujuan Menteri P&K
mengadakan kontrak kerja dengan swasta, CV Ha-
ruman yang melaksanakan pembangunan sekolah
lanjutan dengan sistem “voorfinacering” dengan
dibantu oleh Pemda setempat yang menyediakan
tanahnya, sehingga dengan demikian pembangunan
bisa dipercepat.
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Untuk mengatasi kekurangan tenga sarjana
di bidang teknis seperti dr, Ir, SH, dIl. Pemda mem-
berikan beasiswa di berbagai perguruan tinggi
umumnya yang sudah tingkat terakhir. Pada tahun
1960 belum ada seorang pin sarjana pertanian baik
di tingkat 1l maupun di tingkat I, namun akhir tahun
1962 tiap kabupaten sudah dipimpin oleh seorang
Insinyur yang baru lulus dari IPB.

Jumlah tenaga medis juga sangat kurang
sampai di tingkat kabupaten, misalnya kabupaten
Kuningan, dengan penduduk 700.000 hanya ada
satu dokter. Maka diangkatlah dokter-dokter yang
baru lulus dari Universitas dan diberikan beasiswa
pada mereka yang sudah menduduki tingkat akhir.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan
kemampuan sumber daya manusia dan memperta-
hankan keseimbangan di antra karyawan, maka
diusahakan agar setiap karyawan dapat menambah
pengetahuan. Mereka ditugaskna untuk belajar lagi
secara formal. Misalnya karena di tiap kabupaten
telah dijabat oleh seorang Insinyur, sedangkan di
tingkat Propinsi dan Keresidenan masih dijabat oleh
lulusan Middelbaarew Landbouw School (SPMA)
padahal umurnya masih 40 tahun, maka ditawarkan
untuk sambil bekerja menuntut gelar Ir di UNPAD.
Ternyata semua lulus dan menjadi Kepala Jawatan
sebagai sarjana, bahkan akhirnya ada yang menjadi
Dirjen.

Guru-guru Sd mengikuti extension couse di
IKIP, sehingga kira-kira 3000 guru SD menjadi
Satjana.

Hampir di semua jajaran diberikan kesem-
patan untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi,
sehingga baik kepentingan pribadi, keluarga mau-
pun dinas yang bersangkutan terjamin dan ternyata
semangat belajar di kalangan karyawan sangat
tinggi.

Ada lulusan-lulusan terbaik SPMA Tanjung-
sari yang mendapat tugas belajar ke UNPAD dan
dapat menjadi sarjana tepat pada waktunya. Ke-
mudian pula ada yang mendapat tugas belajar ke
Belgia di University of Gent dan meraih S2 dan S3
bahkan kini telah menjadi Guru Besar.

Selanjutnya yang sangat mendasar dan
menjadi cita-cita para pendiri Republik maupun
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para pemimpin masyarakat dan kelurga adalah
pelaksanaan masyarakat bebas buta huruf.

Dengan pimpinan Kepala Jawatan Kema-
syarakatn dan dibantu oleh seluruh jajaran P & K
dan seluruh jajaran pamong praja dilaksanakan
pemberantasan buta huruf di seluruh Propinsi Pada
tahun 1964, Jawa Barat dinyatakan daerah bebas
buta huruf. Hal ini dapat tercapai karena semangat
rakyat maupun semanagat para petugas sangat
tinggi.

Mengenai pelaksanaan pendidikan agama di
Jawa Barat, baik pendidikan formal maupun non-
formal, dengan bantuan Kepala Jawatan Agama
dan Kepala Jawatan Penerangan agama disusnlah
program sesuai dengan rencana Departemen
Agama. Begitu juga dalam penyediaan sarana-
sarana ibadah seperti mesjid, langgar dan mushola
di kantor-kantor dan pembinaan pesantren-pesan-
tren mendapat bantuan Pemda Tingkat | dan Pemda
Tingkat 1l serta Jawatan-jawatan dan masyarakat.

Dalam rangka usaha mensingkronkan pen-
didikan umum dan pendidikan agama, para pejabat
setuju mengustadkan guru dan menggurukan ustad,
karena semua berpendapat bahwa kewajiban kita
bersama untuk dapat menghasilkan warga-warga
yang tinggi ilmu pengetahuan namun sekaligus
mendalam dalam keyakinan/khusyuk agama dan
ibadahnya. Bahkan kita mengusulkan agar antara
Departemen P & K dan Departemen Agama ada
kerja sama secara formal.

Bela Negara

Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang
telah berumur 55 tahun, telah memiliki UUD pasal
30, yaitu:

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam usaha pembelaan negara.

2. Syarat-syarat tentang pembelaan diatus dengan
Undang-undang.

Pasal 10:

Presiden memegang kekuasaan yang
tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan
Angkatan Udara.

Pasal 11:
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Presiden denga persetujuan dewan Perwaki-
lan Rakyat menyatakan perang, membuat per-
damaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 12:

Presiden menyatakan keadaan bahaya,
syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya
ditetapkan dengan Undang-undang.

Dari pasal-pasal tersebut jelas bahwa setiap
warga negara termasuk Presiden dan anggota de-
wan Perwakilan Rakyat harus memiliki pengeta-
huan dan keterampilan untuk membela bangsa dan
negara.

Sejarah berulang kali membuktikan bahwa
suatu bangsa dan negara yang memiliki pendidikan
dan budaya yang tinggi, namun kepada rakyatnya
tidak ditanamkan patriotisme dan tidak memiliki
kesanggupan dan keterampilan untuk membela diri
bersama nagkatan perangnya, maka bisa dihan-
curkan oleh bangsa yang tidak memiliki pendidikan
maupun budaya tetapi memiliki keberanian dan
keterampilan berperang yang bisa menghancurkan
bangsa dan negara lain. Salah satu contoh seperti
apa yang terjadi dengan Bagdad ketika dihancurkan
oleh keturunan Jengis Khan pada abad ke-13.

Untuk keperluan itu Negara Republik Indo-
nesia telah menetapkan UU no. 29 1954 yang telah
direvisi dengan UU no. 2 taun 1982 dan dilengkapi
dengan UU no. 1 tahun 1988.

Namun sejak tahun 1954 pelaksanaan wajib
bela negara itu tidak dilaksanakan, baik berupa
pendidikan kepada para pelajar dari tingkat SD
sampai Universitas, maupun kepada warga negara
yang sudah berumur 17 tahun.

Pernah  sewaktu  bangsa  Indonesia
menghadapi pembebasan Irian Jaya semua pejabat
tinggi termasuk istr-istri mereka dilatih sebagai su-
karelawan. Banyak putugas sipil dikerahkan ke
perbatasan, meskupun bukan untuk membantu ten-
tara tetapi sebagai guru-guru agar penduduk di per-
batasan mendapatkan pendidikan.

Atas kerjasama Menteri P & K, Mendagri
dan Menhankam pernah ada putusan bersama un-
tuk mengesahkan pembentukan resimen maha-
siswa. Resimen Mahasiswa dengan pesertanya
seara sukarela dibentuk ditiap-tiap Universitas dan
jumlahnya pun terbatas.
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Dalam era reformasi timbul pendapat bahwa
pendidikan bela negara diidentikan dengan “‘mili-
terisme” schingga generasi muda enggan untuk
melaksanakan wajib bela negara.

Salah pengertian ini mengindikasikan bahwa
pihak luar tidak menginginkan Indonesia memiliki
jiwa juang seperti pada tahun-tahun 1945. Pada hal
tetangga kita yang sudah memiliki “a civil society”
menerapkan wajib militer untuk setiap warga di
atas 17 tahun selama 2,5 tahun penuh. Maka salah
pengertian semacam ini sangat membahayakan ek-
sistensi Bangsa dan Negara.

Kita maklum bahwa dalam keadaan
sekarang tidak mungkin dilaksanakan wajib militer
karena anggaran tidak tersedia.

Namun bagi pejabat-pejabat yang menentu-
kan jalannya Pemerintahan, baik ekskutif maupun
yudikatif, sebaiknya di samping ada yang mengi-
kuti Lemhanas ada juga yang menimal dikenakan
wajib latih.

Sedangkan untuk generasi muda bisa dila-
kukan pendidikan pendahuluan bela negara melalui
OSIS, Pramuka dan Mahawarman.

Semoga Bangsa Indonesia tetap memiliki
jiwa juang demi keutuhan Bangsa dan Negara dan
setiap warga menjadi pembelanya.

Kondisi Ekonomi dan Pendidikan

Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang
telah berumur 55 tahun, telah memiliki UUD pasal
33, yaitu:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi
Negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh Negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang di-
kandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemak-
muran rakyat.

Para pendiri Republik Indonesia menyadari
soal ini sepenuhnya termasuk gagasan antara lain
Bapak Tjokroaminoto, Bung Hatta, Mr. Asaat dan
lain-lain agar dasar perekonomian kita adalah pere-
konomian kerakyatan. Tidak dapat disangkal
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bahwa pendidikan amat tergantung pada pendapa-

tan kepala keluarga, daerah maupun negara yang

biasa dihitung dengan income per capita suatu ne-
gara dan pendapatan nyata tiap golongan.

Jelas kita tidak menganut dasar kapitalisme
maupun komunisme yang berarti tidak manganut
pasar bebas secara mutlak dan tidak menganut
“etatisme” yang semuanya diatur oleh negara

Tujuan yang murni ini tidak dapat dilak-
sanakan karena sewaktu kita berjuang untuk Ke-
merdekaan 100 % antara tahun 1945-1950 kita ter-
jebak kepada kompromi yang kita terima pada
waktu Konferensi Meja Bundar. Pihak Belanda
melepaskan kedaulatannya dengan syarat-syarat
yang cukup berat antara lain:

1. Kita harus menanggung hutang pihak Belanda
termasuk biaya untuk memerangi kita pada
aksi militer pertama maupun kedua, padahal
rakyat Indonesia terutama di pulau Jawa sangat
menderita karena hampir tiap keluarga kehi-
langan mata pencahariannya antara lain
pengungsian besar-besaran dan kehilangan
harta benda.

2. Kita harus mengakui kepentingan Belanda di
bidang ekonomi dan harus mengembalikan
semua perusahaan-perusahaan Belanda di In-
donesia dan yang berlaku sistem keuangan
diatur oleh Belanda melalui Javase Bank dan
“Uang Merah” yang berlaku, dan “Uang ORI”
tidak berlaku sehingga sistem ekonomi penja-
jahan berlaku lagi di seluruh Nusantara yang
terpusat kepada bank-bank Belanda seperti
Escompto, Nederlandse Handels Bank dIl dan
kembali beroperasi Perusahaan The Big Five.

Perekonomian daerah yang sudah berkem-
bang tidak dapat lagi hidup. Salah satu contoh,
Aceh pada tahun 1947 menyumbang pesawat ter-
bang karena mempunyai kemerdekaan dalam
mengatur ekonominya.

Korea boom 1950 juga hanya dinikmati oleh
perusahaan asing, bahkan terjadi kerusakan pada
perkebunan karet rakyat. Karena tertarik oleh harga
ekspor, lalu pohon karet disadap berlebihan sampai
pohon-pohonnya rusak.

Kesempatan ambil alih tahun 1957 tidak
dapat dimanfaatkan secara maksimal karena
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kekurangan ‘Pengetahuan” dalam manajemen dan
tidak disertai dengan pendidikan yang memadai.

Namun satu keuntungan yang besar adalah
bank-bank yang vital dikuasai oleh negara dan ne-
gara berdaulat sepenuhnya di bidang keuangan
melalui Bank Indonesia dan bank yang diambil alih
menjadi bank BUMN. Namun akibat konfrontasi
dan pergolakan daerah keadaan keuangan Kkita
sangat merosot sampai inflasi ratusan persen se-
hingga suatu waktu tepatnya Desember 1965
diadakan sanering uang 1000 rupiah menjadi satu
rupiah yang sangat merugikan rakyat banyak.

Sesudah Irian Jaya ke pangkuan lbu Pertiwi
dan adanya normalisasi hubungan dengan Belanda
kita pun harus membayar kompensasi. Ekonomi
kita makin terpuruk sesudah kejadian G 30 S.

Namun dunia barat telah menolong kita me-
lalui pinjaman IGGI dan Ekonomi mulai ditata
kembali.

Pada tahun 1973 ada “windfall” dengan
naiknya minyak dari 2 dolar menjadi puluhan dolar
sehingga keadaan ekonomi membaik.

Sejak tahun 1975 pendidikan mengalami
kemajuan luar biasa, baik pendidikan dasar melalui
Inpres SD maupun sekolah lanjutan menengah dan
atas, serta Universitas-universitas Negeri pun
berkembang, baik melalui APBN maupun melalui
kerjasama dengan luar negeri. Jumlah mahasiswa
berkembang terus. Karena para calon mahasiswa
tidak dapat diterima di PTN maka PTS pun
berkembang. Ada PTS yang mutunya sama bahkan
lebih tinggi dari PTN, dan SPP maupun SP-nya pun
cukup tinggi.

Di samping itu beasiswa melalui Yayasan
Supersemar sangat berarti bagi mereka yang tidak
mampu untuk mengikuti pelajaran di Perguruan
Tinggi.

Pemerintah pernah menganjurkan agar
mereka yang ingin belajar ke laur negeri minimal
lulusan SMA. Ribuan pelajar-pelajar Indonesia
yang mengikuti pelajaran di Eropa, Amerika, RRC,
Taiwan, Singapura, dan Australia. Hal ini dimung-
kinkan oleh income per capita para pengusaha me-
nengah ke atas cukup tinggi. Begitu juga anak-anak
dari elit politik maupun birokrasi memilih belajar di
luar negeri.

Mimbar Pendidikan
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Ditinjau dari sisi kualitas memang positif,
namun di sisi lain terutama yang dididik sejak SD
di luar negeri diragukan kesadaran berbangsa dan
bernegara mereka, di samping menghabiskan de-
visa kita. Namun sejak terjadinya multi krisis maka
tidak sedikit yang kembali dari mereka ke tanah air.

Sehubungan dengan multi krisis itu yang be-
rat merasakannya adalah keluarga yang terkena
PHK dan di pedesaan terutama buruh tani dan juga
burun di pabrik-pabrik karena pendapatannya
sangat rendah.

Dengan meningkatnya kemampuan sebagian
masyarakat dan untuk mencapai kwalitas lebih
tinggi, maka mulai tahun 1980-an ribuan siswa be-
lajar dari tingkat dasar, menengah pertama maupun
menengah atas, bahkan sampai ke tingkat pergu-
ruan tinggi.

Namun sayang sekali akhirnya kita kurang
waspada yaitu yang seharusnya kita menghentikan
pinjaman sedangkan kita terus berhutang dan
umumnya hutang itu dipakai untuk menahan rate
dollar (moneter approach) dan yang diuntungkan
hanya sebagian kecil masyarakat.

Politik membebaskan pengendalian devisa
pun sangat merugikan negara karena larinya devisa
keluar negeri tidak dapat dikontrol. Ditambah lagi
swasta dapat meminjam dari luar negeri tanpa
dikendalikan yang akhirnya pembayarannya di-
tanggung juga oleh pemerintah. Maka terjadilah
proses: Yang kaya semakin kaya yang melarat se-
makin melarat dan akhirnya terjadi krisis keuangan
disusul oleh krisis politik dan kesudahannya multi
krisis.

Dengan terpuruknya ekonomi dan dengan
adanya krisis politik, pendidikanlah yang paling
terpengaruh. Terutma pendidikan bagi mereka yang
hidup dibawah garis kemiskinan yang berjumlah
antara 50-70 juta, sehingga banyak anak usia didik
menjadi penganggur dan menjadi anaka jalanan,
sesuatu keadaan yang sangat berbahaya bagi masa
depan bangsa dan negara. Bila tidak ditangani se-
cara serius, maka dapat timbul satu “lost genera-
tion” yang akibatnya sangat fatal bagi perkem-
bangan Bangsa dan Negara.

Kebijakan Pendidikan

Mimbar Pendidikan

Mashudi, Peran Pendidikan

UUD 1945 Bab XII memuat mengenai Pen-
didikan pasal 31:

(1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat
pengajaran.

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelengga-
rakan satu sistem pengajaran nasional, yang
diaturdengan Undang-undang.

Para pendidi Republik Indonesia serta selu-
ruh lapisan rakyat menyadari pentingnya pendidi-
kan baik untuk kepentingan keluarga, Bangsa mau-
pun Negara.

Sejak kita meredeka kita pernah memiliki
Menteri-menteri yang tangguh untuk memimpin
Departemen P & K Antara tahun 1945-1950 ter-
dapat 11 Menteri P & K, antara tahun 1950-2000
terdapat 26 Menteri P dan K.

Menteri-menteri selama tahun 1945-1950
telah meletakkan dasar-dasar utama bagi pendidi-
kan nasional. Kebetulan menteri pertamanya Ki
Hajar Dewantoro seorang pendidik dan pejuang
kemerdekaan yang merencanakan dan mempunyai
tanggung jawab di daerah de facto Indonesia yaitu
Jawa dan Sumatra.

Menteri PPK, Mr. Suwandi pada tanggal 1
Maret 1946 merumuskan dasar pendidikan Na-
sional sbb: “Tujuan Pendidikan membentuk Patri-
otisme”.

Umumnya pendidikan di daerah-daerah
praktis diselenggarakan oleh pimpinan daerah yang
bersangkutan atas inisiatif dan daya kreasi pimpi-
nan pemerintahan. Bahkan pada waktu aksi militer
pertama dilakukan oleh Belanda atas inisiatif guru-
guru dibuka sekolah-sekolah di kantong-kantong-
daerah republk Indonesianatara lain yang terkenal
sekolah “Kertasari” di Bandung Selatan, sesudah
Bandung Lautan Api 24 Maret 1946.

Namun tidak sedikit pelajar-pelajar dari
tingkat SMP, SMA, lebih-lebih dari perguruan
tinggi yang menggabungkan diri ke badan-badan
perjuangan bahkan menyusun Tentara Pelajar yang
terkenal sebagai TRIP dan merupakan brigade ter-
sendiri di samping mereka langsung bergabung ke
BKR, TRI dan TNI dan akhirnya ada yang me-
megang pimpinansebagai perwira menengah dan
perwira tinggi.
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Di daerah negara-negara buatan VVan Mook
terdapat perubahan-perubahan kurikulum di mana
bahasa Belanda dipakai lagi sebagai behasa
pengantar.

Sejak penyerahan kedaulatan tahun 1950
dirintis kembali pendidikan itu dengan dikeluarkan
UUPN: 4/1950 It Wil/1954 Dalam Bab |1 pasal 4,
disebutkan dasar pendidikan dan pengajaran seba-
gai berikut: “Pendidikan dan pengajaran berdasar
atas asas-asas yang termaktub dalam “Pancasila”.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atas
kebudayaan kebangsaan Indonesia”. Dalam Bab II,
pasal 3, dirumuskan “Tujuan pendidikan dan
pengajaran ialah membentuk manusia susila yang
cakap dan warganegara yang demokratis serta ber-
tanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat
dan tanah air”.

Sebagai Policy Pendidikan dipakai:
TAP MPRS no. II/MPRS/1960
TAP MPRS no. XXVII th. 1966
TAP MPR No. IV th. 1978
GBHN tahun 1978
GBHN tahun 1983
Pada tanggal 1 Maret 1980 dirumuskan:
“Dasar Pendidikan Nasional adalah Pancasila dan
UUD 1945” oleh Prof.Dr. Slamet Imam Sentoso.

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan
akhirnya diserahkan kepada Menteri P & K yang
dibantu olen Dewan Pendidikan Nasional. Umum-
nya para Menteri tidak merubah policy pendidikan
yang diatur secara sentral dan yang selalu diubah
ialah kurikulum dan buku-buku pelajaran disesuai-
kan kepada selera Menteri ybs.

Sekarang sudah waktunya untuk meninjau
kembali policy pendidikan antar Pusat dan Daerah.
Tanpa menghilangkan perencanaan dan pengawa-
san Pusat, khususnya dibidang akademis, maka
pelaksanan manajemen pendidikan bisa diserahkan
kepada daerah, karena perangkat sumber daya
manusia di daerah sudah memadai.

Jumlah sarjana lulusan S1, S2, S3 bahkan
Guru Besar sudah cukup banyak, tinggal ada politi-
cal will dari Pemerintah untuk juga memberikan
kewenangan di bidang pemberian dana yang seim-
bang untuk penyelenggaraan pendidikan di daerah
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yang sesuai dengan kepentingan daerah, yang man-
faat sebesar-besarnya bagi Pusat juga.

Menyelamatkan Martabat dan Moral
Bangsa Melalui Pendidikan

Selama berabad-abad lamanya terutama se-
jak ditemukan pelayaran melalui Tanjung Harapan,
dan adanya hubungan langsung antar berbagai
kerajaan di Eropa dan kerajaan di Indonesia,
banyak ilmuwan, negarawan, pedagang dan ahli-
ahli perang mempelajari seluruh Nusantara di ham-
pir semua bidang seperti agama, sosial, budaya,
ekonomi dan pertahanan dan keamanan.

Kedudukan Nusantara begitu strategis se-
hingga mulai diperebutkan oleh banyak negara dan
Belanda, akhirnya berhasil menguasai Indonesia
melalui berbagai cara dan terakhir dengan kekera-
san peperangan dengan penuh kekejaman.

Koloniale Instituut di Den Haag dan
Amsterdam paling banyak menyimpan arsi-arsip
mengenai  Indonesia. Namun juga Portugal,
spanyol, Perancis, Inggris, Amerika dan Jepang
tidak sedikit memiliki data mengenai Indonesia se-
hingga Mr. Mohammad Yamin pernah mengun-
jungi semua negara tersebut dalam menyusun bu-
kunya yang tujuh jilid berjudul Sapta Parwa.

Lebih-lebih sejak kita merdeka dan ter-
jadinya perang dingin, karena peran Bung Karno
dengan Nehru, Tito Dan Nasser, Indonesia terus
menjadi objek kajian, bukan saj melalui Duta-duta
Besar bersama intelnya, namun juga oleh berbagai
Perguruan Tinggi asing.

Semua policy dari Presiden-presiden Re-
publik Indonesia, termasuk menterinya dan pejabat
yang penting diperhitungkan dalam rangka men-
jamin kepentingan berbagai negara asng di Indone-
sia.

Indonesi sendiri turut berperan dalam berba-
gai kegiatan di dunia baik melalui PBB maupun
hubungan bilateral antar Negara, bahkan Indonesia
pernah dijadikan tempat berbagai Kofrensi dunia
yang amat penting seperti KTT tingkat dunia.

Pengiriman misi-misi perdamaian pun be-
berapa kali diikuti seperti ke Israel, Mesir, Konggo,
Vietnam, Kamboja dan Kosovo. Sampai tahun
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1997 Indonesia mempunyai kedudukan cukup
mapan dalam pencaturan hubungan antar bangsa.

Nmaun karena kurang waspada dalam pem-
bangunan di dalam negeri, di bidang ideologi poli-
tik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan
kemanan, terjadi multikrisis yang Ikuar biasa yang
sebelumnya sudah diperkirakan akan terjadi karena
kita benar-benar tergantung pada Negara-negara
lain dan manajemen Pemerintahaan sudah lama
dihinggapi KKN.

Multikrisis ini ditambah dengan tragedi
dilepasnya Tim-Tim tanpa persiapan yang matang,
yang akhirnya menimbulkan “amok” dengan tidak
terkendalinya Pemerintahan Tim-Tim dengan ter-
jadinya “bumi hangus” yang merusak kredibilitas
Bangsa dan merendahkan martabat kita sendiri di
mata dunia.

Maka tidak ada jalan lain, Bangsa dan Ne-
gara Indonesia yang kita cintai ini perlu segera kita
selamatkan agar kita tetap menjadi Bangsa dan Ne-
gara pejuang.

Untuk itu kitaharus memperioritaskan
ketangguhan moral dan mental kita melalui antara
lain, menyelamtkan lembaga-lembaga pendidikan
kita dri tingkat SD sampai Perguruan Tinggi dan
selanjutnya memperbaiki moral dan mental para
penyelenggara Pemerintahan dari Pusat samapi ke
pedesaan yang pernah disumpah sebelum menjadi
“calon setia dan taat sepenuhnya terhadap Panca-
sila dan UUD 45 .

Seperti diuraikan dalam penjelasan UUD 45
akhirnya yang penting adalah semangat para
penyelenggara pemerintahan yang dinamis yang
dapat memacu Kkegiatan, keberanian untuk
mengabdi kepada Bangsa dan Negara yang
akhirnya dapat dipertanggung jawabkan kepada
Tuhan Yang Maha Esa.

Tanpa mengurangi usaha mengadakan ko-
reksi terhadap berbagai kekhilapan para pemimpin
kita yang harus diselesaikan secara adil dan jujur,
maka kewajiban kita bersama untuk menggali
kembali Idealisme, Patriotisme, Nasionalisme, Rasa
Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang diselenggara-
kan dengan penuh disiplin. Dengan tidak ada mak-
sud untuk mengurangi hak azasi manusia, ada
baiknya jika kita menyimak penjelasan Ptof.Dr.

Mimbar Pendidikan
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Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 bahwa ‘“Negara
tidak untuk menjamin kepentingan individu atau
sesuatu golongan, tetapi untuk menjamin seluruh
masyarakat sebagai satu persatuan”.

Sejarah Bangsa Indonesia di abad ke 20
menunjukkan peran para pelajar, mahasiswa dan
para guru sangat dominan bersama peran para pim-
pinan pergerakan dan para ulama dan umaro, dalam
memperjuangkan dan mengisi  kemerdekaan
dengan segala tantangannya, khususnya tantangan
di bidang pendidikan.

Maka dalam menghadapi abad ke-21, kita
harus kembali menjadi pendekar-pendekar yang
berani dan adil untuk menciptakan: ”Masyarakat
yang bersih dan Pemerintahan yang bersih” yang
kedua-duanya harus diusahakan secara simultan
dan harus dimulai dari atas.

Masyarakat memerlukan ketauladanan dan
kejujuran para pemimpin baik yang formal maupun
nonformal.

Para pimimpin Negara baik yang memimpin
secara formal di bidang eksekutif, legislatif dan ju-
dikatif , serta pimpinan informal di tenagh-tengah
masyarakat, perlu menyadari bahwa Bangsa dan
Negara berada dalam keadaan “bangkrut” di bidang
ekonomi, kehilangan kridibilitas di bidang politik,
sosial budaya serta pertahanan dan kemanan.

Untuk mengatasi keadaan ini “orang awam”
mengharapkan kehadiran Ratu Adil yang pernah
diramalkan oleh Raja Kediri Prabu Joyoboyo
(1135-1157), karena keadaan jaman “edan”
sekarang Ratu Adil yang dimaksud oleh Prabu
Joyoboyo, menurut saya hanya merupakan kiasan
saja, karena nasib sesuatu Bangsa dan Negara
akhirnya berada di tangan Pemimpin dan Rakyat
dari Bangsa dan Negara itu sendiri, dengan ridho
Tuhan Yang Maha Esa.

Namun hendaknya tiap warga terutama para
pemimpinnya dijiwai oleh sifat “Ratu Adil” yang
dapat menciptakan keadilan baik di dalam ma-
syarakat maupun Pemerintahan dengan cara:

1. Melaksanakan pasal demi pasal UUD 45 se-
cara konsekwen.

2. Menyelenggarakan Pemerintahan dan Negara
yang adil dan berwibawa.
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3. Menciptakan pemerintahan Pusat maupun
daerah dari, oleh dan untuk Rakyat.

4. Melepaskan diri dari semua ikatan yang
mengurangi kedaulatan Bangsa dan Negara
tanpa merusak hubungan baik dengan semua
Bangsa dan Negara lain.

5. Menyelenggarakan  Pemerintahan  gotong-
royong di mana terdapat kontrol sosial, partisi-
pasi sosial, dan tanggung jawab sosial secara
nyata.

Usaha-usaha agar Bangsa dan Negara Re-
publik Indonesia mandiri dan berdaulat penuh,
membutuhkan waktu dan kesabaran serta usaha
yang perlu diselenggarakan oleh para pendidik dari
tingkat SD sampai SMA yang menanamkan budi
pekerti, pengetahuan dan keterampilan yang tinggi,
sebagai modal untuk terjun ke masyarakat, sedang
yang meneruskan ilmunya ke perguruan tinggi agar
menjadi pemimpin-pemimpin yang tangguh dan
dapat dipercaya serta sanggup menciptakan keadi-
lan dan kemakmuran merata di seluruh tanah air.
Hal ini bisa tercapai kalau seluruh warga telah
memiliki semangat cinta tanah ait, cinta Bangsa
dan Negara yang dibina sejak Sd. Sanggup mem-
bela tanah air melalui wajib meliter; maka terca-
pailah keadaan dimana setiap warga menjadi
warga yang bermartabat dan mampu ikut mem-
bentuk watak Bangsa dan mempertahankan ke-
hormatan Bangsa.

Besar harapan masyarakat, sesuai dengan
tradisi perjuangan Bangsa Indonesia, bahwa para
Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan maha-
siswa sejak gerenrasi 1908-1928-1945-1998, tetapi
agar semua pihak berpegang teguh kepada pelka-
sanaan UUD 45 secara konsekwen, Bangsa Indone-
sia tetap bersatu serta dapat menyelenggarakan ma-
syarakat yang bersih dan pemerintahan yang bersih.
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Akhirnya semoga Tuhan Yanga Maha Esa
selalu melindungi Bangsa dan Negara.
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